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PROVINSI MALUKU 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 
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Pembuatan 

21 Januari 2021 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 

Tanggal 
Efektif 

-
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 

Disahkan Oleh Sekreta 

Efendi 
196712 

Latuconsina 
251994031019 

SOP PENGELOLAAN BARANG M I L I K NEG^ RA 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana : 

Keputusan K P U R I nomor : 198/HK.03. l -
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan 
K P U 

1, SMA/S! 
Keputusan K P U R I nomor : 198/HK.03. l -
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan 
K P U 

Peralatan/Perlengkapan : 
Keputusan K P U R I nomor : 198/HK.03. l -
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan 
K P U 

Peralatan computer. Printer, jaringan internet, data 
dukung lainnya 

Keputusan K P U R I nomor : 198/HK.03. l -
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan 
K P U 

Pencatatan dan pendataan : 

Keputusan K P U R I nomor : 198/HK.03. l -
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan 
K P U 

I , Sub Bagian Umum 

No kegiotan 
Operator Slaf Umum 

dan 
Lojtistik 

Kasubag 
Umum dan 

Logistik 

Pcrsvaratn/Pcrlcn gki^ 
an 

naki 
u 

Output 

I 
Menginput data 
kcdalatn Aplikasi 
Simak BMN 
berdasarkan 
SPM,SP2D, 
dokumcn iainnya 
serta dibuatkan 
label barang 

c Komputer, S P M 
SP2D. dan 
dokumen lainiQ^ 

30 
Men 
it 

Aplikasi S I M A K B M N 

2. Meiakukan 
pei^ecekan B M N 
secara peri(»dik 
yang ada diruangan 
dan dibuatkan 
lembar Data 
Invenatris Riiangan 

Komputer, Daftar 
barang 2 

jam 

Penginputan data/barang 
sesuai D B R 

2. Meiakukan 
pei^ecekan B M N 
secara peri(»dik 
yang ada diruangan 
dan dibuatkan 
lembar Data 
Invenatris Riiangan 

Komputer, Daftar 
barang 2 

jam 

Penginputan data/barang 
sesuai D B R 

2. Meiakukan 
pei^ecekan B M N 
secara peri(»dik 
yang ada diruangan 
dan dibuatkan 
lembar Data 
Invenatris Riiangan 

Komputer, Daftar 
barang 2 

jam 

Penginputan data/barang 
sesuai D B R 

2. Meiakukan 
pei^ecekan B M N 
secara peri(»dik 
yang ada diruangan 
dan dibuatkan 
lembar Data 
Invenatris Riiangan 

Komputer, Daftar 
barang 2 

jam 

Penginputan data/barang 
sesuai D B R 

3. Metakukan 
rekonsiliasi dengan 
aplikasi persediaan 
dan Saiba seliap 
semester dn 
tahunan dibuktikan 
dengan B A R 
internal 

Komputer, A D K , 
B A R 30 

Men 
it 

B A R internal 3. Metakukan 
rekonsiliasi dengan 
aplikasi persediaan 
dan Saiba seliap 
semester dn 
tahunan dibuktikan 
dengan B A R 
internal 

> 

Komputer, A D K , 
B A R 30 

Men 
it 

B A R internal 3. Metakukan 
rekonsiliasi dengan 
aplikasi persediaan 
dan Saiba seliap 
semester dn 
tahunan dibuktikan 
dengan B A R 
internal 

Komputer, A D K , 
B A R 30 

Men 
it 

B A R internal 3. Metakukan 
rekonsiliasi dengan 
aplikasi persediaan 
dan Saiba seliap 
semester dn 
tahunan dibuktikan 
dengan B A R 
internal 

Komputer, A D K , 
B A R 30 

Men 
it 

B A R internal 

4 Meiakukan 
Sinkronias] dengan 
aplikasi S IMAN 

Komputer, A D K 
15 
Men 
it 

Aplikasi S I M A K dan 
SIMAN 

5. Meiakukan slok 
opname aset 

E)aftar Barang/Aset 
20 
Men 
il 

Inventarisasi aset yang baik 5. Meiakukan slok 
opname aset 

— 1 

E)aftar Barang/Aset 
20 
Men 
il 

Inventarisasi aset yang baik 5. Meiakukan slok 
opname aset 

E)aftar Barang/Aset 
20 
Men 
il 

Inventarisasi aset yang baik 

6.. Membuat Catalan 
atas I^poran 
Barang Mittk 
Negara 

Komputer. data 
SIMAk dan lainnya 3 

Jam 

Laporan B M N 6.. Membuat Catalan 
atas I^poran 
Barang Mittk 
Negara i 

o 

Komputer. data 
SIMAk dan lainnya 3 

Jam 

Laporan B M N 



KOMISl PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 

Nomor SOP 
Tanggal 
Pembualan 
Tanggal revisi 
Tanggal 
Efektif 
Disahkan Oleh 

8/ORG.06/81 /Sek-Prov/I/2021 
21 Januari2021 

Sekretaris 

Efendi ] .atuconsina 
196712: 51994031019 

SOP PENGELOLAAN L O G I S T I K P E M I L U DAN PE MILIHAN 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 

- PKPU nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Norma, standar, prosedur, kebutuhan 
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
penyelenggaraan pemiHhan umum 

1. SMAVSl 
- PKPU nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Norma, standar, prosedur, kebutuhan 
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
penyelenggaraan pemiHhan umum 

Peraiatan/Perlengkapan : 
- PKPU nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Norma, standar, prosedur, kebutuhan 
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
penyelenggaraan pemiHhan umum 

Peralatan computer,Printer, jaringan internet, data 
dukung lainnya 

- PKPU nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Norma, standar, prosedur, kebutuhan 
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
penyelenggaraan pemiHhan umum 

Pencatatan dan pendataan : 

- PKPU nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Norma, standar, prosedur, kebutuhan 
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
penyelenggaraan pemiHhan umum 

1. Sub Bagian Umum 

No kegiatan 
L(%tstik 
KPU 
Provinsi 

Paiiitia'Peja 
bat 

pengadaan 
penyedia KPU 

KAb/Kota 

Pers>arata'Peri 
engkapaii 

waktu Output 

Penyususnan R A B o Data DPT, 
(lata badaa 
add 
hockjuknis 
kebutuhan 
logistic 

R A b 

3 bulan 

Pengadaan logistic 
pemilu lewat 
catal(^ tender, 
pengadaan 
tangs ung 

Kontrak 
R K A , 
SpektekHPS 
, R U P 

30hari 

Proses pengiriman 
I t^s t ic oleh 
peneyedia 

Mat 
transportasi, 
surat jalan, 
packing 

20hari 
Surat jalan. 

Penerimaan logistic 
oleh K P U Kab/kota 
dari penyedia 

Data 
pesanan, lim 
penerima 
barang 

1 hari 
Barang, surat 
jalan 

Pemeriksaan 
(rarang logistic yg 
telah diterima 

Sort if oleh 
t im, data 
pesanan 

i3 har 
B A 
pemenksaan 

6.. Pembuatan berita 
acara serah terima 

o 
Kertas, alat 
tulis, data 
pesanan 
( kontrak) 

B A S T 
I Jam 



KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin-Tantui 
Ambon 

Nomor SOP 
Tanggal 
Pembuatan 
Tanggal revJsi 
Tanggal EfektJf 
Disahkan Oleh 

8/ORG. 06/81 /Sek-Prov/I/2021 
21 Januari 2021 

Sekretaris 

Efendi liatuconsina 
1967122 il994031019 

SOP PENGELOLAAN SURAT K E L U A R 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana : 

Keputusan K P U Nomor :929/HK.03,1-
kpt/04/KPUA'/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di 
iingkungan K P U 

1. S M A / S l 
Keputusan K P U Nomor :929/HK.03,1-
kpt/04/KPUA'/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di 
iingkungan K P U 

Peraiatan/Perlengkapan : 
Keputusan K P U Nomor :929/HK.03,1-
kpt/04/KPUA'/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di 
iingkungan K P U 

Buku Agenda, Alat tulis, Komputer 

Keputusan K P U Nomor :929/HK.03,1-
kpt/04/KPUA'/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di 
iingkungan K P U 

Pencatatan dan pendataan ; 

Keputusan K P U Nomor :929/HK.03,1-
kpt/04/KPUA'/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di 
iingkungan K P U 

1. Sub Bagian Umum 

No kegiatan 

Sub 
bagian 
dan 
kabag 
lainnya 

StarUmum 
dan 
Logistik 

Kasubag 
dan Kabag 

Sekretaris Kclua 
PcrsvatalaPeiie 

n^apon 
waktu Output 

Masing-masing sub 

merumuskan surat 
yang akan dikirim 

o Bulu Agenda, 
Alat lulis, 
Komputer 

10 menit Surat 

Penomoran surat 
diberikun dengan 
nomor urul sural 
keluar 

Bulu Agenda. 
Alat tulis, 
Komputer 

15 menit Surat Masuk 
diagendakan 

Petugas menulis 
rincian surat keluar 

Komputer, 
Folocopy 

10 Menit Sebagai arsip 

Paraf koordinasi 
pada surat oleh 
kasubag dan kabag 

Lembar 
disposisi, alat 
tulis 

10 Menit Lembar 
disposisi 

Setelah di paraf, 
surat diteruskan ke 
Sekretaris uniuk 
dicek dan disetujui 

Surat, lembar 
disposisi 

15 Menit lumbar 
disposisi dan 
surat 

6.. Selelah surat di 
tanda tangaru oleh 
sekrelaris/ Ketua, 
scianjutn^a sural 
dikirim melalui 
k ur i r/pos/email/fa x/ 
langsung 

menyertakan tanda 
terima 

1 Jam 
Lembar 
disposisi, surat 

Lembar 
disposisi dan 
surat 

o 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROViNSI MALUKU 
JL, Sultan Hasanudin-Tantui 
Ambon 

Nomor SOP 8/ORG.06/81 /Sek-Prov/1/2021 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROViNSI MALUKU 
JL, Sultan Hasanudin-Tantui 
Ambon 

Tanggal 
Pembuatan 

21 Januari 2021 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROViNSI MALUKU 
JL, Sultan Hasanudin-Tantui 
Ambon 

Tanggal revisi -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROViNSI MALUKU 
JL, Sultan Hasanudin-Tantui 
Ambon 

Tanggal 
Efektif 

-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROViNSI MALUKU 
JL, Sultan Hasanudin-Tantui 
Ambon 

Disahkan Oleh Sekretaris 

Efendi ^atuconsina 
196712 51994031019 

SOP P E N G E L O L A A N SURAT MASUK ' 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana : 

Keputusan K P U Nomor :929/HK,03.1-
kpt/04/KPUA^/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan 
K P U 

1. SMA/Sl 
Keputusan K P U Nomor :929/HK,03.1-
kpt/04/KPUA^/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan 
K P U 

Peralatan/Perlengkapan: 
Keputusan K P U Nomor :929/HK,03.1-
kpt/04/KPUA^/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan 
K P U 

Buku Agenda, Alat tulis, Komputer 

Keputusan K P U Nomor :929/HK,03.1-
kpt/04/KPUA^/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan 
K P U 

Pencatatan dan pendataan : 

Keputusan K P U Nomor :929/HK,03.1-
kpt/04/KPUA^/2019 Tentang Kode klasifikasi 
arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan 
K P U 

1. Sub Bagian Umum 

No kegiatan 
SlafUmum 
dan 
IxJRistik 

Kasubag 
dan 

Kabati 
Sekreiaria Ketua 

Pers>'arata'PerJcti 
gkapan 

waktu f>utput 

1 
Sural masuk 
meialui 
email/fax/pos/w ebs 
ite/blog 

c 
r 

Bulu Agenda, 
Alat tulis, 
Komputer 

10 menil Surat 

2. Pencatatan pada 
bukii agenda surat 
masuk/pada 
komputer 

1 
r 

Bulu Agenda, 
Alat tulis, 
KtHnputer 

15 menit Surat Masuk 
diagendakan 

Surat di^ndakan 
suseui dengan 
kebutuhan 

Komputer, 
Fotocopy 

10 Menit Sebagai arsip 

4. Menuliskan lembar 
disposisi 

Lembar 
disposisi, alat 
tulis 

10 Menit Lumbar disposisi 

5. Surat dan lembar 
disposisi 
disampaikan 
kepada Sekretaris/ 
Ketua K : P U { setelah 
lembar disposisi di 
paraf oleh 
Sekretaris) 

Surat, lembar 
disposisi 

15 Menil l.embar disposisi 
dan sural 

5. Surat dan lembar 
disposisi 
disampaikan 
kepada Sekretaris/ 
Ketua K : P U { setelah 
lembar disposisi di 
paraf oleh 
Sekretaris) 

Surat, lembar 
disposisi 

15 Menil l.embar disposisi 
dan sural 

6- Setelah didisposisi 
oleh 
Sekretaris/Ketua, 
selanjutnya di 
sampaikan kepada 
Bagian dan sub 
bagian y a i ^ dituju 
sesuai d e r ^ n 
ti^uan surat 

Lembar 
disposisi, surat 

1 Jam I,embar disposisi 
dan surat 

6- Setelah didisposisi 
oleh 
Sekretaris/Ketua, 
selanjutnya di 
sampaikan kepada 
Bagian dan sub 
bagian y a i ^ dituju 
sesuai d e r ^ n 
ti^uan surat 

i 

Lembar 
disposisi, surat 

1 Jam I,embar disposisi 
dan surat 

7. Bagian/Sub bagian 
yang menerima 
surat 
membubuhkan 
paraf pada lembar 
disposisi 

c 3 

Surat, lembar 
disposisi dan 
alat tulis 

10 Menit Lembar disposisi 
dan surat 



KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSi MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin ~ Tantui 
Ambon 

Nomor SOP 
Tanggal 
Pembuatan 
Tanssal revisi 
Tanggai 
Efektif 
Disahkan Oleh 

8/ORT,06/81/sek-Prov /V2021 
21 Januari 2021 

Sekretaris 

Efendi Latuconsina 
196712 151994031019 

SOP PENGHAPUSAN BMN 

Dasar Hukum Kuatifikasi Pelaksana : 

Keputusan KPU Rl nomor: 198.HK.03.1-
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara diiingkungan 
KPU 

1. Sub Bagian Umum 
Keputusan KPU Rl nomor: 198.HK.03.1-
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara diiingkungan 
KPU 

Peralatan/Perlengkapan : 
Keputusan KPU Rl nomor: 198.HK.03.1-
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara diiingkungan 
KPU 

Daftar Inventaris Barang Rusak Berat 

Keputusan KPU Rl nomor: 198.HK.03.1-
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara diiingkungan 
KPU 

Pencatatan dan pendataan : 

Keputusan KPU Rl nomor: 198.HK.03.1-
kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara diiingkungan 
KPU 

I . Aplikasi Simak BMN 

No 
Sub 
Hagian 
Umum 

Sekretaris Panitia 
FseloR I 
( K P U 

m 
Peni> arativ'Perlen gkapan waktu Output 

Melakukan 
opnamc fisik 
barang rusak beral 

Daftar inventaris 
ruangan I hari 

Daftar 
barang 
rusak 
berat 

Menyetujui daftar 
barang tang 
dihapus dan 
mencrbilkan S K 
panitia 
pengjiapiisan 

O 
S K panitia 
penghapusan/penj ualan 2 Han 

Panitia 
penghap 
usan 
B M N 

Mencliti barang 
yaiig akan 
dihapus 

Laporan BMN,rekap 
barang rusak t K i B t 2 Ht 

Rekc»ne 
nJasi 
peng^p 
usan 

Mengajukan 
permohonan 
persetujuan 
penghapusan kc 
eselon 1 

Dokumen penghapusan 
yang telah lengkap 2 Jam en 

penghap 
usan 
tengkap 
dikirim 
ke E l 

Menerbitkan Sk 
perseiujuan 
penghapusan 
B M N 

Dokumen data 
pendukung 
penghapusan B M N 

14 Hari 
S K 
penghap 
usan 

Mengajukan 
permohonan 
pe nga hpusan/penj 
ualan secara 
lelang ke K P K N L 

Dokumen penghapusan 
yang telah lengkap 2 Jam 

Dokura 
en 
penghap 
usan 
lengkap 
dikirim 
kc 
K P K N L 

Pembuatan Berita 
Acura serah 
terima 

S K penghapusan. 
risolah leJang 

2 hari B A S T 

Proses 
Penghapusan/ 
Lelang 

S K perseiujuan 
penghapusan beserta 
dokumen penghapusan 

7 Hari Proses 
lelang/p 
enghapu 
san 

Melaporkan hasil 
Pengahpuasn 
B M n ke eseion 1 
( K P U R I 

Berita acara serah 
terima, risalah lelang 

1 Han Laporan 
hasil 

10 Penghapusan 
B M N dan 
aplikasi Simak 
B M N 

S K Penghapusan 1 Jam L B K P 
di 

Simak 
B M N 



KOMISl PEMILIHAN UMUM 
PROViNSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 

Nomor SOP 
Tanggal 
Pembuatan 
Tanggal revisi 
Tanggal 
Efektif 
Disahkan Oleh 

8/ORT.06/8 l/Sek-Prov/I/2021 
21 Januari 2021 

SekretarisiOfvlG',1 

51994031019 

SOP PRAMIIBAKTI ( PETUGAS KEBERSIHANj 

Dasar Hukum Kuatifikasi Pelaksana : 

SK Sekretaris K P U provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti.Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

I . SMP/SMA 
SK Sekretaris K P U provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti.Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

Peralatan/Perlengkapan: 
SK Sekretaris K P U provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti.Sopir dan 
petugas keamanan kantor Sapu,alat Pel dan alat pembersi lainnya 

SK Sekretaris K P U provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti.Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

Pencatatan dan peiidalaan : 

SK Sekretaris K P U provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti.Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

1. Sub Bagian Umum 

No kegiatan Petugas 
Staf Umum 

dan 
Kasubag 

Umum dan 
Pcrs\araIn.Per!en 

gkapon 
waktu Output 

Members! hkan 
seluruh ruangan 
seliap hari kerja, 
mcnyapu, 
mengepcl lantai, 
mengclap 
nieja,kursi serta 
perabot lainnya 

o Sapu, alal pel, 
alat pembersih 
lainnya 

Jadual (nket petugas 
keamanan disusun 

1 Jam 

Membcrsihkan 
kaniarniandi/Toilet 
secara berkala 

Ikat, alat pel, 
PenghaniTn 
kamar mandi 

^0 Menit Kasubag Uml<^ 
metnhaca meneliti dan 
menyelujui jaduai pikel 

Merawat taman, 
mcnyiram, 
memtong/menyabut 
nunpul liar, 
membcrsihkan 
lingkungan taman, 
haiaman dalam dan 
luar setiap hari 

Sapu, alat 
pembersih 
lainnya 

1 jam Petugas piket keamanan 
melakukan absen 

Mengaj ukan 
penntnlaan alat dan 
perlengkapan untuk 
kebersihan kepada 
bagian iimum 

Nola 
Perminlaan 

15 Menit Rapi dan akses jalan 
tidak lerganngu 

Mengecek saluran 
air, A C ruangan, 
penghanim 
ruangan, lampu 
lingkungan kantor 

Î p<H'an 30 Menit Pergantian petugas jaga 

Meiaksanakan 
tugas dan perintah 
lainnya 

o 

Mei^aga keamanan 
lingkunan kantor 



KOMISl PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI MALUKU 
JL. Sultan Hasanudin - Tantui 
Ambon 

Nomor SOP 
Tanggal 
Pembuatan 
Tanggal revisi 
Tanggal 
Efektif 
Disahkan Oleh 

8/ORG. 06/81 /Sek-Prov/I/2021 
21 Januari 2021 

Sekretaris 

Efendi Latuconsina 
19671 251994031019 

SOP SATUAN PENGAMANAN KANTOR 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana : 

SK Sekretaris KPU provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti,Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

1. SMA 
SK Sekretaris KPU provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti,Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

Peralatan/Perlengkapan ; 
SK Sekretaris KPU provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti,Sopir dan 
petugas keamanan kantor Buku agenda, alat tuHs, alat keamanan kantor, 

bendera merah putih 

SK Sekretaris KPU provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti,Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

Pencatatan dan^endataan : 

SK Sekretaris KPU provinsi Maluku tentang 
tenaga honorer sebagai Prmubakti,Sopir dan 
petugas keamanan kantor 

1. Buku Agenda Piket 
2, Jadwal petugas piket/satpam 

No 

Petugas Staf 
Umum 

dan 
Logistik 

Kasubag 
Umum 

dan 
Logisttk 

Persyaratn/Perlengkapan waktu Oulpul 

10 

11 

Mengatur iadwal piket 
penjagaan kanlor untuk 
siang dan ma lam 

Kasubag umum dan 
logistic memben 
persetujuan terhada 
jadwal piket petugas 
keamatian 

Kompuelr,l'rinter,kertas dan 
bal point 

Jadwai piket 
petugas keamanan 
disusun 

<> 
Balpoint 

Melakukan absen 
masuk dan absen 
pulang petugas piket 
j a ; ^ lingkunj^n kantor 
Membantu mengatur 
kendaraan parker 
kendaraan bagi 
tanu,baik pada jam 
kantor maupun setelah 
jam kantor apabila 
diperlukan sewaktu-
waktu 

Kasubag Umlog 
membaca,menelili 
dan menyetujui 
jadwal piket 

Kertas dan Baloint Petugas piket 
keamanan 
melakukan absen 

Peralatan Satpam 

Serah terima tugas jaga 
dari petugas 
sebeluinnya kepada 
petugas jaga 
selanjutnya 

Rapi dan akses 
jalan tidak 
terganngu 

Peralatan Satpam 

Menjaga invenlaris 
peralatan kantor serta 
kendaraan dinas yang 
diparkir dikantor 

Pergantian p e t i ^ s 
jaga 

Peralatan Kantor 

1x24 
Jam 

Menjaga 
keamanan 
l in^unan kantor 

Mengaralikan tamu 
untuk melapor petugas 
pikel dan mengisi buku 
tamu 

Buku tamu, Balpoint 

Mengantar tamu ke 
ruang yang diluju 

Tamu dapat 
terkoordinir 
dengan baik 

Mengavvasi keadaan 
kantor setiap han 
dengan berkelilmg 
kantor setiap beberapa 
jam sekali 
Melakukan control 
semua ruangan kerja, 
mematikan listrik, A C , 
computer vang masih 
menyala dan mengunoi 
semua pintu 

Buku tamu 

Peralatan Keamanan Kantor Kantor dapat 
diawasi denagn 
baik 

Peralatan Keamanan Kantor 

Menyalakan lampu luar 
kantor pada malam hari 
seperlunya 

Semua aset 
peralatan dan 
mesin terawatt dan 
terjaga denagn 
baik 

Peralatan Keamanan Kantor Pencahayaan yang 
cukup 



K O M I S I P E M I L I H A N U M U M P R O V I N S I M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , U M U M D A N L O G I S T I K 

S U B B A G I A N K E U A N G A N 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2021 

Tanggal Pengesahan: 

Disahkan oleh : Sekretaris K P U Provinsi Maluku 

: 08/ORT.06/81/SEK-PROV/I/2021 

E F E N D I I A T U C O N S I N A 
NIP. l9t)/l >2> I9y405 i 019 

S E K R E T A R f A T 
Nama S O P B E L A N J A R U T I N (I E L A N J A 

P E R J A L A N A N D I N A S ) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana 
L Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara D - I I I Akuntansi 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Strata I 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

r», Ji r> - ,1 - t J _ . - T ~ . 1 1- IV-

r ciiiciu^Exuui 1 ciigc^iuiaoJi uoii i oiigguiig j a w a u I'^cudJigoii 

Negara 
4. PMK nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 

MasukanTA 2021 

Keterkaitan SOP Peralatan : 
1. Laptop 

2. Printer 

3. Alat tul is 
4. R K A 

5. Dokumen sumber (kuitansi perhitungan 
rampung, berkas dan bukti-bukti peijalanan 
dinas) 

Pencatatan & Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka belanja rutin peijalanan 
dinas terlambat / tertunda. 

Disimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa 
hard copy dan soft copy. 

No Urian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/ Pejabat Terkait 
Waktu 

Penyelesaian 
Ket. 

Proses Administrasi Dari bukti pertanggungjawaban 
pCijaliuiari dinas atas nama 
pegawai / pejabat yang 
ditugaskan, staf pengelola 
keuangan membuat kuitansi 
perhitungan rampung yang 
dilampirkan dengan seluruh 
bukti peijalanan dinas. 

Staf Pengelola 
iCcuan gan 

20 Menit 

Verifikasi dan 
pembebanan mala 
anggaran 

Dokumen tersebut diserahkan 
kepada PPK untuk diteliti 
kebenaran material dari 
transaksi tersebut, sekaligus 
pembebanan mata anggaran 
yang digunakan untuk 
permintaan belanja perjalanan 
dinas ini. 

PPK 15 menit 

Pembuatan dan 
pencetakan SPP dan 

Berdasarkan dokumen sumber, 
PPSPM membuat dan mencetak 
orr uiiii kjrivi yatig 
ditandatangani oleh PPSPM 
dengan diketahui / menyetujui 
oleh PPK. Selanjutnya file A D K 
diupload ke aplikasi E-SPM. 

PPSPM 20 Menit 



No Kegiatan Uraian Kegiatan Unit/ Pejabat 

Terkait 
Waktu 

Penyelesaian 
Ket. 

1 2 3 4 5 6 
4. SP2D Penerbitan SP2D oleh 

KPPN pada aplikasi Online 

PPSPM mencetak SP2D 

KPPN 1 hari 

5 Pencairan dana lewat 
bank persepsi 

• KPPN mengkonfirmasi 
bank operasional mitra 
kerjanya untuk mentrasfer 
dana sesuai nilai yang 
tercantum dalam SP2U ke 
rekening Bendahara 
Pengeluaran. 

• Bendahara pengeluaran 
mengambil uang tunai 
pada bank dengan 
menggunakan cek yang 
ditandatangani oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

• Bendahara mencatat 
pembayaian belanja 
pCijalanan dinas scsua! 
dokumen sumber berupa 
SPM / SP2D dan 
rekening koran dari bank 
operasional mitra kerja ke 
dalam Buku Kas Umum 
sebagai pertanggung 
jawaban laporan 
keuangan. 

• KPPN 
• Bank operasional 

• Bendahara 
Pengeluaran. 

• K P A 

• Bendahara 
Pengeluaran 

1 Hari 

15 Menit 

15 Menit 

• KPPN mengkonfirmasi 
bank operasional mitra 
kerjanya untuk mentrasfer 
dana sesuai nilai yang 
tercantum dalam SP2U ke 
rekening Bendahara 
Pengeluaran. 

• Bendahara pengeluaran 
mengambil uang tunai 
pada bank dengan 
menggunakan cek yang 
ditandatangani oleh Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

• Bendahara mencatat 
pembayaian belanja 
pCijalanan dinas scsua! 
dokumen sumber berupa 
SPM / SP2D dan 
rekening koran dari bank 
operasional mitra kerja ke 
dalam Buku Kas Umum 
sebagai pertanggung 
jawaban laporan 
keuangan. 



langgal Pembuatan 
ianggal Revisi 
Tanggal Efektif 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , UMUM DAN L O G I S T I K 

SUB B A G i A N K E U A N G A N 

14 Januari 2021 

E F E N D I 

NIP. 196' 
.ATUCONSINA 

12251994031019 

S E K R E T A R I A T Nama S O P : SOP LAJPORAN KEUANGAN 
S A T K E R DAN T I N G K A T W I L A Y A H 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan 
1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
D-3 Akuntansi 

Strata I 

3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 

4. PP Nomo71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan: 

1. Laptop 

2. Alattulis 
3. R K A 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka rekonsiiiasi S A I tingkat satker dan 
wilayah terhambat / tertunda 

Disimpan sebagai dokumen / 
arsip baik benipa hardcopy dan 
softcopy 

No Uraian Kesiatan Uraian Pelavanan Unit/ Pejabat Terkait 
Waktu 

Penycici>aiaii 
Ket. 

Rekonsihasi dan 
Penyamaan Data 
Bulanan Tingkat 
Satker 

Alur kerja dimulai dengan : 
1. Menyiapakan dan 

mencatat dokumen 
sumber keuangan untuk 
direkam ke dalam 
aplikasi S A I B A 

2. Menerimadan 
mentransfer data SIMAK 
BMN ke dalam aplikasi 
SAIBA. 

3. Melakukan rekonsiiiasi 
intemal antara laporan 
keuangan dan laporan 
barang. 

4. Melakukan proses 
pempostingan 

5. Mencetak laporan 
keuangan dan laporan 
barang. 

6. Melakukan rekonsiiiasi 
bulanan dengan KPPN 
dengan mengirimkan ADK 
ke KPPN melalui e-rekon. 

7. Menerima Berita Acara 
Rekonsiiiasi dan Hasil 
Rekonsiiiasi dari KPPN 
setiap bulan pelaporan. 

8. BAR yang diterbiikan 
secara elektronik 
ditandatangani oleh KPA 
dan Kepala Kantor KPPN 

9. Menyusun dan 
menyampaikan laporan ke 
K P P N 

Petugas S A I 15 Menit 

Petugas S A I 

Petugas S A I dan 
Petugas S I M A K BMN 

Petugas S A I 

Petugas S A I dan 
PeUigas BMN 

Petugas SAI 

• KPPN 
• Petugas SAI 

• KPA 
• Kepala Kantor KPPN 

• Petugas SAI 

10 Menit 

2 Jam 

5 Menit 

15 Menit 

1 Hari 

25 Menit 

1 Hari 

1 Hari 



No Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/ Pejabat Terkait Waktu 
Penyelesaian 

Ket. 

Rekonsiiiasi dan 
Penyamaan Data 
Tingkat wilayah 
Triwulan, 
Semesteran dan 
Tahunan. 

Alur kerja dimulai dengan : 
1. Menerima data SAIBA 

dari satker-satker dan 
mentransfer ke aplikasi 
e-rekon SAIBA tingkat 
wilayah. 

2. Melakukan rekonsiiiasi 
intemal antara laporan 
keuangan dan laporan 
barang tingkat wilayah. 

3. Melakukan rekonsiiiasi 
tingkat wilayah dengan 
DJPB dan Eselon I . 

4. Melakukan proses 
pempostingan. 

5. Mencetak laporan 
keuangan dan laporan 
barang tingkat wilayah. 

6. Mengirimkan A D K ke 
DJPB dan Eselon I 
melalui portal e-rekon. 

7. Menerima Berita Acara 
Rekonsiiiasi dan Hasil 
Rekonsiiiasi dari DJPB 
setiap Triwulan, 
Semesteran dan Tahunan. 

8. B A R yang diterbitkan 
secara elektronik 
ditandatangani oleh K P A 
dan Kepala Kanwil 
DJPB. 

Petugas S A I 1 hari 

• Petugas SAI 
• Petugas S I M A K BMN 

Petugas SAI 
Petugas SIMAK BMN 

n^i c A J 

• Petugas SAI 

• Petugas SIMAK B M N 

• Petugas S A I 

• Petugas S A I 
• DJPB 

K P A 
Kepala Kanwil DJPB 

1 Jam 

2 Jam 

15 Menit 

30 Menit 

30 Menit 

1 Hari 

IHar i 

Pelaporan 
Keuangan ( C a L K ) 
Tingkat Satker dan 
Tingkat Wilayah 
Wiiavah Semesteran 
dan Tahunan 

1. Laporan keuangan 
wilayah dihasilkan dari 
data kumulatif 
(gabungan) yang hanya 
Hanat Hiakijes oleh 
petugas SAI tingkat 
wilayah. Sementara 
laporan keungan Satker 
hanya dapat diakses oleh 
petugas SAI tingkat 
Salkci. 

2. Petugas SAI wilayah 
selaku penyusun L K 
wilayah secara berkala 
melakukan pemantauan 
terkait proses rekonsiiiasi 
yang dilakukan setiap 
Satker dan memastikan 
kebenaran data transaksi. 

3. Sedangkan petugas SAl 
Satker dalam menyusun 
1 K Sf̂ lalii meneliti 
keabsahan dan kebenaran 
dari pada data transaksi. 

4. Dalam menyusun L K 
tingkat wilayah dan 
tingkat Satker maka 
peiugciii SAI lueiiyiiipkaii 

dan menyusun dokumen 
yang terdiri dari L R A , 
LO, Neraca,LPE dan 
B A R serta data 
pendukung lainnya. 

Petugas S A I Wilayah 
Petugas SAI Satker 

25 Menit 

Petugas S A I Wilayah 3 Hari 

Petugas S A I Satker 1 Hari 

• Petugas SAI Wilayah 
• Petugas SAI Satker 

1 Hari 



No Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/ Pejabat Terkait 
Waktu 

Penyelesaian 
Ket. 

1 2 3 4 5 6 
5. Penyusunan Laporan 

Keuangan semesteran dan 
Tahunan tingkat wilayah 
dan tingkat Satker 
disusun dan dilengkapi 
berdasarkan Catalan atas 
Laporan Keuangan 
(CaLK) yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah 
dan peraturan yang telah 
ditetapkan yaitu 
Peraturan Pemeiintah 
nomor 71 Tahun 2010 
ten tan" Standar 
Akuntansi Pemerintah 
dan kaidah-kaidah 
pengelolaan keuangan 
yang sehat dalam 
pemerintahan. 

• Petugas S A I Wilayah 
• Petugas S A I Satiier 

3 Hari 

4 Reviu dan Audit 
Laporan Keuangan 
Tingkat Satker dan 
Tingkat Wilayah 

Laporan Keuangan ( L K ) 
Tingkat Satker dan Wilayah 
yang disusun berdasarkan 
kaidah-kaidah pengelolaan 
keuangan yang sehat di 
Ungkungan pemerintahan 
khususnya di K P U Provinsi 
Maluku yang akan di Audit 
dan direviu meliputi : 
1. Laporan Realisasi 

Anggaran 

• Petugas S A I Tmgkat 
Satker 

• Petugas S A I Tingkat 
Wilayah 

• Eselon I 
• Pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam 
melakukan 
pemeriksaan 

4 Hari 4 Reviu dan Audit 
Laporan Keuangan 
Tingkat Satker dan 
Tingkat Wilayah 

3. Laporan Operasional 
4. Laporan Perubahan 

Ekuitas 
5. Catalan atas Laporan 

Keuangan 
6. Serta pengungkapan-

pengungkapan yang 
lainnya yang perlu 
disajikan berdasarkan 
kewajaran atas laporan 
keuangan 

7. Dan dari data diatas yang 
nantinya akan di Audit 
atau di reviu oleh Eselon 
I ataupun pihak yang 
berkompeten atau 
L / b J . I . V W p W X L l . X l ^ L U l . 

• Petugas S A I Tmgkat 
Satker 

• Petugas S A I Tingkat 
Wilayah 

• Eselon I 
• Pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam 
melakukan 
pemeriksaan 

4 Hari 



Tanggal Revisi 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI M A L U K U 

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN L O G I S T I K 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

Disahkan oleh 

[Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2021 

Tanggal Pengesahan 

Sekretaris K P U Provinsi Maliiku 

E F E N D I L A T U C O N S I N A 
NIP. 19671225 199403 1 015 

S E K R E T A R I A T 

Kama SOP : P E M B ^ V A R A N L S P I H A K 
KETIok ( B E L A N J A 
O P E R A S I O N A L , B E L A N J A J A S A , 
B E L A N J A M O D A L DAN B E L A N J A 
B A R A N G ) 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan 

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara D I I I Akuntansi 

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara Strata I 

3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara 

4. PMK nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 
MasukanTA. 2021 

iveierKaiian d u r : reraiatan / rerieagKapan : 
1. Laptop 
2. Printer 
3. Alat Tulis 
4. R K A 

5. Ookuri'icn Suiiibcr bcrupd surdt pciidvvdidii, SIUP, dktd 
pendirian perusahaan, NPWP, Nomor Rekening dan 
dokumen sumber pendukung lainnya berupa penawaran 
harga, surat perjanjian, penentuan HPS, Berita Acara 
kegiatan. dll 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan 

j iKa ^ U f mi tiaaK oiiaKsanaKan maKa Deianja 
operasional, jasa, barang dan modal tertunda / 
terhambat serta berpengaruh pada penyerapan 
anggaran. 

Disimpan sebagai dokixmen / arsip baik berupa hardcopy 
atau softcopy. 

No Kegiatan Uraian Pelayanan 
Unit/ Pejabat 

Terkait 

Waktu 
Penyelesai 

an 
Ket. 

Pembayaran L S 
pihak ketiga 

1. Menerima usulan kontrak dari 
unit-unit kerja 

2. Persetujuan Anggaran 

3. Pemrosesan kontrak 

4. Menyampaikan ke PPK untuk 
dibuatkan SPP 

5. Menyampaikan ke PPSPM 
iintuk diuji kebenaran dan 
kelengkapan data 

• PPK 

• Kabag / Kasubbag 
keuangan 

• U P L 

• PPK 

• PPSPM 

30 Menit 

20 Menit 

1 jam 

15 Menit 

30 Menit 



6. MembuatSPM 

7. Paraf / Tandatangan SPM 

8. Upload fde SPM ke aplikasi e-
SPM. 

• PPSPM 

• PPSPM 

• PPSPM 

30 Menit 

Penerbitan SP2D SP2D diterbitkan oleh KPPN 
melalui ^ l ikas i Online 
Moniiormg SPAN dan PPSPM 
menceiak 5P2D pada aplikasi 
Online Monitoring SPAN 

• KPPN 1 Jam 

Pencairan Dana 1. KPPN mengkonfiimasi kepada 
Bank mitra kerjanya untuk 
mentransfer dana sesuai 
dengan nilai yang tercantum 
pada SP2D. 

2. Pencairan kepihak ketiga 
dengan mentransfer langsung 
ke rekening yang 
1̂  Hl*T" 1--l 1 t o « 

• Bank 
• KPPN 

• Bank 

1 hari 

3. Bendahara pengeluaran 
mencatat pembayaran belanja 
operasional, belanja jasa, 
belanja modal dan belanja 
barang sesuai dokumen simiber 
berupa SPM dan SP2D serta 
rekening Koran dari Bank 
Mitra dan dicatat di dalam 
B K U dan Buku Bank sebagai 
laporan pertanggungjawaban. 

Bendahara 
Pengeluaran 

15 Menit 



K O M I S I P E M I L I H A N U M U M P R O V I N S I M A L U K U Disalikan oleh : Sekretaris K P U Provinsi Maluku 

Nomor SOP 

laneaal Petnbuatan : 14 Januari 2021 

Tanggal Revisi : 

B A G I A N K E U A N G A N , U M U M D A N L O G I S T I K 

S U B B A G I A N K E U A N G A N 

: 08/ORT.06/81/SEK-PROV/1/2021 

T 1 T> 1 • 

-4^ 
E F E N D l . A T U C O N S I N A 
Nip. 1967 11^ t9940J I UI9 

S E K R E T A R I A T 
[Nama SOP PENCAIRAN G A J I 

K E K U R A N G A N 

(NDUK / SUSULAN 

pAJI 

I 
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana 
1. Undaiig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara D - I I l Akuntansi 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Strata I 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

PciiiciikSodll PcugciOidaii uoli Tullgguiig Jdwab KcUaugaii 

Negara 
4. P M K nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 

MasukanTA 2021 

Keterkaitan SOP Peralfltan : 
1 . Laptop 
2. Printer 
3. Alat tul is 
4. R K A 

5. Dokumensumber (SK,KK, K T P , Akte anak) 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka gaji PNS terlambat / 
tertunda 

Disimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa 
hard copy dan soft copy gaji 

No Uraian Kcgiatdii Uraiaii Pcmyaiian 
Unit/ Pejabat 

Terkait 
Waktu 

Penyelesaian 
1-" 

2 3 4 5 6 
1 Perekaman Data, 

membuat dan mencetak 
perhitungan Daftar Gaji 

1 . Menerima dan menginput data 
pegawai sesuai dokumen sumber 
(Kartu Keluarga, K T P , akte 
kelahiran anak dan S K kenaikan 
pangkat, Kenaikan Gaji Berkala 
serta S K jabatan) ke dalam aplikasi 
Gaji Pokok Pegawai (GPP). 

Petugas 
Pengelolaan 
Administrasi 
Beiania Pegawai 
(PPABP) ° 

20 Menit 1 

2. PPABP mencetak : 
- Daftar Gaji berupa gaji induk, 

gaji susuian, kekurangan gaji 
- Surat Setoran Pajak (SSP) 
- Surat Perntayaan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM) melalui 
aplikasi GPP. 

Petugas 
Pengelolaan 
Administrasi 
Belanja Pegawai 
(PPABP) 

lOMenit 

2. Verifikasi PPABP menyerahkan semua 
dokumen yang dibuat kepada 
Bendahara Pengeluaran untuk 
memverifikasi perhitungan gaji dan 
pajak penghasilan (PPh) dan Surat 
Setoran Pajak (SSP). Kemudian 

• " • "'ft)"---— V " - ' ' -J 
melakukan verifikasi untuk 
selanjutnya menandatangani / 
menolak menandatangani dokumen 
yang diverifikasi. 

• Bendahara 
Pengeluaran 

• Kuasa 
Pengguna 
Anggaran 

30 menit 



No Kegiatan Uraian Kegiatan Unit/ Pejabat 
Terkait 

Waktu 

Penyelesaian 
Ket. 

1 2 3 4 ^ , 

5 
6 

3. Diajukan ke PPK untuk 
penerbitan SPP 

PPK melakukan pengujian 
terhadap dokumen dan A D K 
coo f 'r . ior, ; . .*^.*.-, 

dilakukan pembebanan mata 
anggaran, menandatangani 
Daftar Gaji dan menerbitkan 
Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) serta menandat 

Pejabat Pembuat 
Komitmen 

20 Menit 

4. Membtiat, 
menandatangani dan 
upload SPM 

Uiajukan ke PHSPM untuk dmji 
kebenaran dan kelengkapan data 
kemudian membuat dan 
menandatangani Surat Perintah 
Membayar (SPM), selanjutnya 
di uploadkc aplikasi E-SPM. 

PPSPM 15 memt 

5. SP2D Penerbitan SP2D oleh KPPN 
pada aplikasi Online Monitoring 
SPAN dan PPSPM mencetak 
SP2D 

KPPN 1 hari 

6 Pencairan dana lewat 
umik pciScpSi 

• KPPN mengkonfirmasi bank 
upciitaiuiml iiiiLiii kcijdiiya 
untuk mentrasfer dana sesuai 
nilai yang tercantum dalam 
SP2D ke rekening para 
pegawai bersangkutan. 

• Bendahara mencatal 
pembayaran gaji sesuai 
dokumen sumber berupa SPM / 
SP2D dan rekening koran dari 
bank operasional mitra kerja ke 
dalam Buku Kas Uinum 
sebagai nertanpgnngiawaban 
laporan keuangan. 

• K P P N 

Operasional 

• Bendahara 
Pengeluaran. 

1 Hari 

15 Menit 



ENomor SOP 

Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2021 

I K O M I S I P E M I L I H A N U M U M P R O V T N S I M A L U K U 

B A G L \  K E U A N G A N , U M U M D A N L O G I S T I K 

S U B B A G I A N K E U A N G A N 

Tanggal Pengesahan: 
Disahkan oleh 

• 08/ORT06/8I/SF.K-PROV/(/2021 

raiiggai Revi&i 

Sekretaris K P U Provinsi Maluku 

E F E N D 

Niy. lyo 
L A T U C O N S I N A 

l22 i 199403 i 0 l9 

S E K R E T A R I A T 
Hama SOP : PENCAIRAN HONORARIUM OUTPUT 

KEGIATAN 

Dasar Hukum : Kualiflkasi Pelaksana 
1. Undang-Undaiig Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara D - l I I Akuntansi 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ^ Strata I 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pciiiciiksoaii PciigclOioail uoii TaiiggUiig JaWab KcUdligdii 

Negara 
4. PMK nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 

MasukanTA 2021 

Keterkaitan SOP : Peralatan : 

1. Laptop 

2. Printer 

3. Alat tul is 

4. R K A 

5. Dokumeti sumber ( S K pokja, potongan pajak) 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka honorarium output 
kegiatan terlambat / tertunda. 

Disimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa 

hard copy dan soft copy 

No Uraian Kegiatan Uraian Peiayanan 
Unit^ Pejabat 

Terkait 
Waktu 

Penyelesaian 
Ket. 

1 2 3 4 5 6 
1 Menghimpun S K 

kegiatan dan membuat 
daftar pembayaran 
honor kegiatan 

Menghimpun SK kegiatan dari 
unit-unit kerja dan membuat 
daftar pembayaran honor 
kegiatan 

Staf pengelola 30 Menit 

2. Verifikasi dan 
penerbitan SPP 

Menyampaikan dokumen 
pengajuan ke bendahara untuk 
diverifikasi perhitungan 
pembayaran dan potongan pajak. 
Kemudian diverifikasi oleh PPK 
untuk diterbitkan Surat Perinlah 
Pembayaran. 

• Bendahara 
" P P K 

20 Menit 

3. Pengajuan ke PPSPM Dokumen pengajuan 
disampaikan ke PPSPM ^ a r 
diuji kebenaran dan kelengkapan 
uma untuk kcii'iuuiai'i uiuum udu 
dicetak SPP, SSP dan SPM. 
Setelah itu di upload pada 
aplikasi E-SPM 

PPSPM 15 Menit 



No Uraian Kegiatan Uraian Peiayanan 
Unit/ Pejabat 

Tsrksi t 
Waktu 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 
4. Penerbitan SP2D SP2D diterbitkan oleh KPPN 

meialui aplikasi Online 
Monitoring SPAN dan PPSPM 
mencetak SP2D meialui aplikasi 
tersebut. 

• KPPN 

• PPSPM 

1 Jam 

5 Pencairan Dana 1. KPPN mengkonfirmasi Bank 
mitra kerjanya untuk 
menlransfer dana sesuai 
dengan nilai yang tercantum 
Dada SP2D. 

• Pihak Bank 
• KPPN 

1 hari 

2. Bendahara Pengeluaran 
mencatat pembayaran uang 
honorarium kegiatan Tim 
Pokja sesuai dokumen 
sumber berupa SPM dan 
or bciut i c K c i u i i ^ i vu id l i 
dari Bank Mitra dan dicatat 
di dalam B K U dan Buku 
Bank sebagai laporan 
pertanggimgi awaban. 

• Petugas 
Pembual 
SPP/SPM 

1 Jam 



KOMTSI PEMILIHAN UMUM PROVINSI M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , UMUM DAN LOGISTIK 
SUB B A G I A N K E U A N G A N 

Nomor SOP : 08/ORT.06/81/SEK-PROV/y202I 

KOMTSI PEMILIHAN UMUM PROVINSI M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , UMUM DAN LOGISTIK 
SUB B A G I A N K E U A N G A N 

Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2021 

KOMTSI PEMILIHAN UMUM PROVINSI M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , UMUM DAN LOGISTIK 
SUB B A G I A N K E U A N G A N 

KOMTSI PEMILIHAN UMUM PROVINSI M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , UMUM DAN LOGISTIK 
SUB B A G I A N K E U A N G A N 

Tanggal Pengesahan: 

KOMTSI PEMILIHAN UMUM PROVINSI M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , UMUM DAN LOGISTIK 
SUB B A G I A N K E U A N G A N 

Ulsahkanoleh : Sekretar 

e 

EFENE 
MTP 1Qf> 

s KPU Provmsi Maluku 

) LATUCONSINA 

197^ loom'; I 010 
S E K R E T A R I A T 

Nama SOP : PENCAIRAN I 

TUNJANGAN 1 

\ N G MAKAN DAN 

KINERJA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Peiaksana : 
1. Undang-Unriang Nomor i 7 lahun 2003 tentang Keuanganj 

Negara D-I I I Akuntansi 
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Strata I 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara 

4. PMK nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 
MasukanTA 2021 

Keterkaitan SOP : Peralatan : 
1. Laptop 
2. Printer 
3. Alattutis 
4. R K A 
5. Dokumen sumber (Rekapitulasi absensi, daftar 

nominatif pembayaran tunjangan kinerja) 
Peringatan Pencatatan & Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka uang makan dan 
tunjangan kinerja PNS teriambat / tertunda 

Disimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa 
hard copy dan soft copy gaji 

No Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan 
vniv Pejabai 

Terkait 
Waktu 

Penyelesaian Ket. 

1 2 3 4 5 6 
1 Perekaman Data, 

membuat dan 
mencetak Daftar 
Perhitungan uang 
makan dan tunjangan 
kinerja 

1. Sub kepegawaian membuat dan 
menyerahkan rekap absensi pada 
setiap akhir bulan berjalan dan 
diserahkan kepada PPABP untuk 
melakukan perekaman pada 
aplikasi GPP dan aplikasi SPM 

• Sub bagian 
Kepegawaian 

• PPABP 

20 Menit 

2. PPABP membuat dan mencetak : 
- daftar perhitungan uang makan 

sumber 
- Surat Setoran Pajak (SSP) 
- Surat Pemyataan Tanggung 

Jawab Mutlak(SPTJM) 

Petugas 
Pengelolaan 

Belanja Pegawai 
(PPABP) 

10 Menit 

2. Verifikasi dan 
tandatangan 

PPABP menyerahkan semua 
dokumen yang telah dicetak kepada 
Bendahara Pengeluaran untuk 
memverifikasi perhitungan pajak, 
kemudian menandatangani Daftar 
Rekapitulasi Tunjangan Kinerja dan 
Surat Setoran Pajak (SSP). 
Kemudian Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) mel^ukan 
verifikasi untuk selanjumya 
menandatangani / menolak 
menandatangani dokumen yang 

I divcriflkasi. 

• Bendahara 
Pengeluaran 

• Kuasa Pengguna 
Anggaran 

• Pejabat Pembuat 
Komitmen 

30 Menit 



No Kegiatan Uraian Kegiatan Unit/ Pejabat 
Terkait 

Waktu 
Penyelesaian 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 
3. Pengajuan ke PPK 

untuk penerbitan SPP 
PPK melakukan pengujian dokumen 
dan ADK, kemudian melakukan 
pcmbcbanon mata anggaTaTt untuk 
selanjutnya dibuatkan Surat Perintah 
Pembayaran (SPP). 

Pejabat 
Pembuat 
K omitmcn 

20 Menit 

4 Pengajuan ke PPSPM 
untuk membuat SPM 

Dokumen dan ADK disampaikan ke 
PPSPM untuk menguji kebenaran dan 
kelengkapan dokumen pengajuan 
beserta ADK, kemudian PPSPM 
membuat dan menandatangani Surat 
Perintah Pembayaran (SPM), 
selanjutnya dokumen pengajuan 
diupload kc aplikasi E-SPM 

PPSPM 15 menit 

5 SP2D 
Penerbitan SP2D oleh KPPN pada 
aplikasi Online Monitoring SPAN. 

KPPN 1 hari 

6 Pencairan dana lewat 
bank persepsi 

• KKPN mengkonfirmasi bank 
operasionat mitra kerjanya untuk 
mentransfer dana sesuai nilai yang 
tercantum dalam SP2D ke rekening 
pegawai 

• Bendahara mencatat pembayaran 

sesuai SPM / SP2D dan rekening 
koran dari bank ke Buku Kas Umum 
sebagai pertanggungjawaban 
Laporan Keuangan. 

• KPPN 
• Bank 

Bendahai'a 

1 Hari 



K O M I S I P E M I L I H A N U M U M P R O V I N S I M A L U K U 

B A G I A N K E U A N G A N , U M U M D A N L O G I S T I K 

S U B B A G I A N K E U A N G A N 

iNomor SOP : 08/ORT.06/8 l/SEK-PROV/I/2021 
Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2021 

fanggal Pengesahan: 

Disahkan oleh : Sekretaris K P U Provinsi Maluku 

E F E N D I U A T U C O N S I N A 

N I P . I%7l t25 199403 I 019 

S E K R E T A R I A T 

iNama SOP PENCAIRAN U A N d K E H O R M A T A N DAN 
HONORARIUM BAGI PPNPN (SATPAM, 
SOPIR, PRAMUBAKTI DAN TENAGA 
PENDUKUNG) 

Dasar H u k u m : K u a l i f i k a s i Pelaksana : 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara D - I I I Akuntansi 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Strata I 
3. Undang-Undang Nomor 15 1 ahun 2UU4 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara 

4. PMK nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya 
MasukanTA 2021 

Keterkaitan S O P : Peralatan : 
1. Laptop 
2. Printer 
3. Alat talis 
4 R K A 

5. Dokuinen sumber ( S K , K K , K T P , Akte anak) 

Peringatan Pencatatan & Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka gaji PPNPN terlambat / 
tertunda. 

Disimpan sebagai dokumen / arsip baik berupa 
hard copy dan soft copy. 

No Urian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/ Pejabat Terkait 
Waktu 

Penyelesaian 
K e t 

1 2 3 4 5 6 

1 Perekaman Data, 
membuat dan 
liiciiCciak peiliiiuiigciii 

Daftar Gaji 

1. Menerima dan menginput data 
pegawai sesuai dokumen 
suiiiuci ( K a i i u KciucHga, K T P , 

akte kelahiran anak dan S K 
pengangkatan. 

Petugas Pengelolaan 
Administrasi Belanja 
T-i • /r»r» t t~i t-\\ 
rcgawfcu ( r r r t J D r ) 

20 Menit 1 

2. PPABP mencetak: 
- Daftar nominatif 

perhitungan pembayaran 
- Surat Setoran Pajak (SSP) 
- Surat Pemtayaan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM) 

Petugas Pengelolaan 
Administrasi Belanja 
Pegawai (PPABP) 

10 Menit 

2. Verifikasi PPABP menyerahkan semua 
dokumen yang dibuat kepada 
Bendahara Pcn**cluaran untuk 
memverifikasi perhitungan 
pembayaran dan pajak 
penghasilan (PPh) serta Surat 
Setoran Pajak (SSP). Kemudian 
Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) melakukan verifikasi 
untuk selanjutnya 
menandatangani / menolak 
menandatangani dokumen yang 
di verifikasi. 

• Bendahara 
Pengeluaran 

• KiitiKii Ppticrotini* 
t _ z _ . — 

Anggaran 

30 menit 



9 

No Kegiatan Uraian Kegiatan Unit/ Pejabat 
Terkait 

Waktu 

Penyelesaian 
Ket. 

1 2 3 4 5 6 
3. Diajukan ke PPK untuk 

penerbitan SPP 
PPK melakukan pengujian 
terhadap dokumen dan 
J L J - ^ A ^ U J - I I U J - V O ^ t l U l J U t t l ^ u 

dilakukan pembebanan 
mata anggaran dan 
menerbitkan Surat Perintah 
Pembayaran (SPP) 

Pejabat Pembuat 
Komitmen 

20 Menit 

4. Membuat, 
menandatangani dan 
upload SPM 

Diajukan ke PPSPM untuk 
diuji kebenaran dan 
kelengkapan data 
kemudian membuat dan 
menandatangani Surat 
Perintah Membayar (SPM), 
selanjutnya di upload ke 
aplikasi E-SPM". 

PPSPM 15 menit 

5. SP2D Penerbitan SP2D oleh 
KPPN pada aplikasi Online 
Monitoring SPAN dan 
PPSPM mencetak SP2D 

KPPN 1 hari 

r Pciiudiiaii ddiia icvvai 
bank persepsi 

- ts.rriN niciigkuiiiiiiiiasi 
bank operasional mitra 
kerjanya untuk mentrasfer 
dana sesuai nilai yang 
tercantum dalam SP2D ke 
rekening pegawai 
bersangkutan. 

• Bendahara mencatat 
pembayaran uang 
kehormatan dan 
honorarium PPNPN 
sesnai dokiimen sum her 
berupa SPM / SP2D dan 
rekening koran dari bank 
operasional mitra kerja ke 
dalam Buku Kas Umum 
sebagai 
pci iiiiigguiigjawabaii 
laporan keuangan. 

= KPPN 
• Bank operasional 

• Bendahara 
Pengeluaran. 

1 naii 

15 Menit 



















































































































































 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
 PROVINSI MALUKU 

 
 

SOP 
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)  

 
 

“PELAYANAN PENERBITAN SURAT  

CUTI PNS” 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUB BAGIAN SDM 

KPU PROVINSI MALUKU 

 
 



: 22/ORT.06/81/Sek-Prov/I/2021
: 27 Januari 2021
:
: 29 Januari 2021
:

:

1 1

2 2

3

4

1
2
3
4

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara

Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 
Cuti  Pegawai Negeri Sipil

Printer

Efendi Latuconsina
NIP. 196712251994031019

Alat Tulis

PELAYANAN PENERBITAN SURAT CUTI PNS

BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengetahui peraturan tentang tata cara pemberian Cuti PNS

Kualifikasi Pelaksana

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

Sekretaris

Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh 

Pencatatan & PendataanPeringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian cuti bagi  Pegawai Negeri 
Sipil tidak dapat dilaksanakan

Disimpan sebagai arsip/dokumen  baik berupa softcopy/hardcopy Buku Kendali 
Cuti PNS

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CUTI PNS

Keterkaitan SOP Peralatan/Perlengkapan
Komputer

Buku Penjagaan Cuti PNS

SEKRETARIAT

Dasar Hukum

PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah  Dinas Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan Provinsi/Komisi lndependen 
Pemilihan  Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen 
Pemilihan  Kabupaten/Kota;

Nama SOP

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU



Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1

Surat Permohonan Cuti PNS 
didisposisikan ke Kepala Bagian 
Program, Data, Organisasi dan 
SDM

Surat 
Permohonan Cuti 

dan Disposisi

30          
Menit

Disposisi

2
Menugaskan Kasubag SDM untuk 
memproses permohonan Cuti 
PNS.

Surat 
Permohonan Cuti 

dan Disposisi

30          
Menit

Disposisi

3
Menugaskan Staf untuk 
menyiapkan berkas cuti

Disposisi
30          

Menit
Disposisi

4
Mengumpulkan dan menyerahkan 
berkas cuti kepada kepala Sub 
Bagian SDM

Berkas cuti 1 hari Berkas cuti

5

Menyusun Konsep Surat Cuti dan 
dan menyerahkan kepada Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM

Berkas cuti 2 Jam
Konsep dan 
berkas cuti

6

Mengoreksi dan memeriksa 
Konsep Surat Cuti serta berkas 
cuti
Jika setuju menyerahkan kepada 
Sekretaris, jika tidak setuju 
menyerahkan kepada Kepala Sub 
Bagian SDM untuk diperbaiki.

Konsep dan 
berkas cuti

1 hari
Konsep dan 
berkas cuti

7

Mengoreksi dan memeriksa 
Konsep Surat Cuti.
Jika setuju, menandatangani dan 
menyerahkan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM, jika tidak setuju 
mengembalikan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM

Konsep Surat Cuti 1 Jam
Konsep Surat 

Cuti

8

Menyerahkan Surat Cuti dan 
Berkas-berkas Cuti kepada 
Kepala Sub Bagian SDM untuk 
didokumentasikan.

Surat 
Permohonan Cuti, 

Surat Cuti, 
Disposisi dan 
berkas cuti.

30 Menit Surat Cuti

9

Menyerahkan Surat Cuti dan 
Berkas-berkas Cuti kepada 
Kepala Sub Bagian SDM untuk 
didokumentasikan.

Surat 
Permohonan Cuti, 

Surat Cuti, 
Disposisi dan 
berkas cuti.

30 Menit

Surat 
Permohonan 
Cuti, Disposisi 
dan berkas cuti

10
Mendokumentasikan Surat 
Permohonan Cuti, Disposisi dan 
berkas cuti.

Surat 
Permohonan Cuti, 

Disposisi dan 
berkas cuti

30 Menit

Surat 
Permohonan 
Cuti, Disposisi 
dan berkas cuti

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

Pada tanggal : 29 Januari 2021

Efendi Latuconsina

PENGESAHAN

BAGAN ALUR  PELAYANAN   PENERBITAN SURAT CUTI PNS

Pelaksana Mutu Baku

KegiatanNo

tidak 

ya 

ya 

tidak 



 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
 PROVINSI MALUKU 

 
 

SOP 
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)  

 
 

“PELAYANAN PENERBITAN SURAT 

KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA” 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUB BAGIAN SDM 

KPU PROVINSI MALUKU 
 



: 20/ORT.06/81/Sek-Prov/I/2021
: 27 Januari 2021
:
: 29 Januari 2021
:

:

1 1

2 2

3

4

1 SOP Kenaikan Pangkat 1
2
3
4
5

Printer

PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN 
KENAIKAN GAJI BERKALA

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Komputer

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8
2.  Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara

Mengetahui peraturan tentang penggajian

Kualifikasi Pelaksana

Efendi Latuconsina
NIP. 196712251994031019

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

Sekretaris

Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh 

Pencatatan & PendataanPeringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dapat 
terlambat/tertunda

Disimpan sebagai arsip/dokumen  baik berupa softcopy/hardcopy Buku Kendali 
KGB 

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KGB PNS

Keterkaitan SOP Peralatan/Perlengkapan
Lembar kerja (RKA)

Alat Tulis
Buku Penjagaan Gaji berkala

SEKRETARIAT

Dasar Hukum

PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah  Dinas Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi  Pemilihan Provinsi/Komisi lndependen 
Pemilihan  Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen 
Pemilihan  Kabupaten/Kota;

Nama SOP



Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1
Menugaskan Kasubag SDM untuk 
memproses Kenaikan Gaji 
Berkala setiap 2 Tahun.

Disposisi
30          

Menit
Disposisi

2
Menugaskan Staf untuk 
menyiapkan berkas-berkas dan 
dokumen kenaikan gaji berkala

Disposisi
30          

Menit
Disposisi

3
Mengumpulkan dan menyerahkan 
berkas kenaikan gaji berkala 
kepada kepala Sub Bagian SDM

Berkas dan 
Dokumen 

Kenaikan Gaji 
Berkala Tahun 
sebelumnya

2 hari

Berkas dan 
Dokumen 

Kenaikan Gaji 
Berkala

4

Menyusun Konsep dan 
mengoreksi berkas-berkas serta 
dokumen kenaikan gaji berkala 
dan menyerahkan kepada Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM

Berkas dan 
Dokumen 

Kenaikan Gaji 
Berkala

2 Jam

Konsep dan 
berkas-berkas 
serta Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

5

Mengoreksi dan memeriksa 
konsep berkas-berkas serta 
dokumen kenaikan gaji berkala
Jika setuju menyerahkan kepada 
Sekretaris, jika tidak setuju 
menyerahkan kepada Kepala Sub 
Bagian SDM untuk diperbaiki.

Konsep dan 
berkas-berkas 
serta Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

1 hari

Konsep dan 
berkas-berkas 
serta Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

6

Mengoreksi dan memeriksa 
berkas-berkas serta dokumen 
kenaikan gaji berkala.
Jika setuju menandatangani dan 
menyerahkan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM, jika tidak setuju 
mengembalikan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM

Konsep dan 
berkas-berkas 
serta Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

1 Jam

Surat dan berkas-
berkas serta 

Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

7

Menyerahkan berkas dan 
dokumen kenaikan Gaji Berkala 
kepada Kepala Sub Bagian SDM 
untuk didokumentasikan.

Surat dan berkas-
berkas serta 

Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

30 Menit

Surat dan berkas-
berkas serta 

Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

8

Menyerahkan berkas dan 
dokumen kenaikan Gaji Berkala 
kepada Staf untuk 
didokumentasikan dan dikirim ke 
Sekretaris Jenderal KPU

Surat 
Permohonan Cuti, 

Surat Cuti, 
Disposisi dan 
berkas cuti.

30 Menit

Surat 
Permohonan 
Cuti, Disposisi 
dan berkas cuti

9

Mendokumentasikan berkas dan 
dokumen kenaikan Gaji Berkala  
dan dikirim ke Sekretaris Jenderal 
KPU

Surat dan berkas-
berkas serta 

Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

30 Menit

Surat dan berkas-
berkas serta 

Dokumen  
Kenaikan Gaji 

Berkala

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

Pada tanggal : 29 Januari 2021

Efendi Latuconsina

PENGESAHAN

BAGAN ALUR  PELAYANAN   PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN  KENAIKAN  GAJI BERKALA

Pelaksana Mutu Baku

KegiatanNo

tidak 

ya 



 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
 PROVINSI MALUKU 

 
 

SOP 
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)  

 
 

“PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT 

REGULER PNS” 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUB BAGIAN SDM 

KPU PROVINSI MALUKU 

 
 



: 19/ORT.06/81/Sek-Prov/I/2021
: 27 Januari 2021
:
: 29 Januari 2021
:

:

1 1

2 2

1 SOP Kenaikan Gaji Berkala 1
2
3
4
5

Printer

KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS

Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur tata cara kenaikan 
pangkat

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kenaikan 
Pangkat PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat PNS

Komputer

SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kualifikasi Pelaksana

Efendi Latuconsina
NIP. 196712251994031019

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

Sekretaris

Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh 

Pencatatan & PendataanPeringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan pangkat PNS 
dapat terlambat/tertunda Disimpan sebagai arsip/dokumen  baik berupa softcopy/hardcopy 

Keterkaitan SOP Peralatan/Perlengkapan
Lembar kerja (RKA)

Daftar Nominatif 
Daftar Urut Kepangkatan

SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Nama SOP

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM



Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1

Menugaskan Kasubag SDM untuk 
memproses Kenaikan Pangkat 
PNS sesuai dengan Surat 
Sekretaris Jenderal KPU 

Disposisi dan 
Surat dari 
Sekretaris 

Jenderal KPU 

2 hari Disposisi

2
Menugaskan Staf untuk 
menyiapkan berkas-berkas dan 
dokumen kenaikan pangkat PNS

Disposisi dan 
Surat dari 
Sekretaris 

Jenderal KPU 

2 hari Disposisi

3
Mengumpulkan dan menyerahkan 
berkas kenaikan pangkat SDM 
kepada kepala Sub Bagian SDM

Dokumen 
Kenaikan 

Pangkat PNS
4 hari

Berkas dan 
Dokumen 
Kenaikan 

Pangkat PNS

4

Menyusun Konsep Surat 
Pengantar dan mengoreksi berkas-
berkas serta dokumen kenaikan 
pangkat PNS dan menyerahkan 
kepada Kepala Bagian Program, 
Data, Organisasi dan SDM

Dokumen 
Kenaikan 

Pangkat PNS
1 hari

Konsep Surat 
Pengantar serta 

Dokumen  
Kenaikan 

Pangkat PNS

5

Mengoreksi dan memeriksa 
konsep Surat Pengantar serta 
dokumen kenaikan pangkat PNS.
Jika setuju menyerahkan kepada 
Sekretaris, jika tidak setuju 
menyerahkan kepada Kepala Sub 
Bagian SDM untuk diperbaiki.

Konsep Surat 
Pengantar serta 

Dokumen  
Kenaikan 

Pangkat PNS

1 hari

Konsep Surat 
Pengantar serta 

Dokumen  
Kenaikan 

Pangkat PNS

6

Mengoreksi dan memeriksa surat 
pengantar serta dokumen 
kenaikan pangkat PNS.
Jika setuju menandatangani dan 
menyerahkan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM, jika tidak setuju 
mengembalikan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM

Konsep Surat 
Pengantar serta 

Dokumen  
Kenaikan 

Pangkat PNS

1 hari

 Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS

7

Menyerahkan surat pengantar dan 
dokumen kenaikan pangkat 
kepada Kepala Sub Bagian SDM 
untuk didokumentasikan.

Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS dan 

Disposisi

1 hari

Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS 
dan Disposisi

8

Menyerahkan Surat Pengantar 
dan dokumen kenaikan pangkat 
PNS kepada Staf untuk 
didokumentasikan dan dikirim ke 
Sekretaris Jenderal KPU

Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS dan 

Disposisi

30 Menit

Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS 
dan Disposisi

9

Mendokumentasikan Surat 
Pengantar dan dokumen kenaikan 
pangkat PNS dan dikirim ke 
Sekretaris Jenderal KPU

Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS dan 

Disposisi

30 Menit

Surat Pengantar 
serta Dokumen  

Kenaikan 
Pangkat PNS 
dan Disposisi

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

Pada tanggal : 29 Januari 2021

Efendi Latuconsina

PENGESAHAN

BAGAN ALUR  PELAYANAN  KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS

Pelaksana Mutu Baku
KegiatanNo

tidak 

ya 

tidak 

ya 



 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
 PROVINSI MALUKU 

 
 

SOP 
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)  

 
 

“PEMBUATAN DOKUMEN PELANTIKAN   

DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI  

PEJABAT STRUKTURAL” 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUB BAGIAN SDM 

KPU PROVINSI MALUKU 
 



: 21/ORT.06/81/Sek-Prov/I/2021
: 27 Januari 2021
:
: 29 Januari 2021
:

:

1 1

2 2

3 3

4

5

6

1
2
3
4
5

Pencatatan & PendataanPeringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelantikan dan 
Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural tidak dapat 
dilaksanakan

Disimpan sebagai arsip/dokumen  baik berupa softcopy/hardcopy 

Keterkaitan SOP Peralatan/Perlengkapan
Lembar kerja (RKA)

Alat Tulis
Naskah Pelantikan

SEKRETARIAT

Dasar Hukum

Nama SOP

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor  100 
Tahun 2000 tentang  Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Stuktural

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

Sekretaris

Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kualifikasi Pelaksana

Efendi Latuconsina
NIP. 196712251994031019

Printer

PEMBUATAN   DOKUMEN  PELANTIKAN   DAN 
PENGAMBILAN   SUMPAH  JANJI  PEJABAT  
STRUKTURAL

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara Mengetahui  tugas dan fungsi mekanisme  pelantikan  pejabat struktural

Komputer

PKPU Nomor 21Tahun 2020 tentang Perubahan kedua 
atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan  Um um
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan  Umum, Sekretariat  Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota

PKPU Nomor  17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah 
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan  
Provinsi/Komisi  lndependen Pemilihan Aceh dan 
Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen Pemilihan  
Kabupaten/Kota;

Mengetahui  tugas dan fungsi sistem dan prosedur yang di standarkan

Memiliki  kemampuan  penyiapan dan pengolahan berkas dan dokumen  
pelantikan



Kabag PDOS Kasubag SDM Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1

Menugaskan Kasubag SDM untuk 
menyiapkan Acara Pelantikan dan 
Pengambilan Sumpah Janji 
Pejabat Struktural

Disposisi dan 
Surat 

Rekomendasi dari 
Sekretaris 

Jenderal KPU 

2 hari Disposisi

2

Menugaskan Staf untuk 
menyiapkan berkas-berkas 
Pelantikan dan Pengambilan 
Sumpah Janji Pejabat Struktural

Disposisi dan 
Surat 

Rekomendasi dari 
Sekretaris 

Jenderal KPU

2 hari Disposisi

3

Mengumpulkan dan menyerahkan 
berkas-berkas Pelantikan dan 
Pengambilan Sumpah Janji 
Pejabat Struktural kepada kepala 
Sub Bagian SDM

Disposisi 2 hari
Berkas Pelantikan dan 
Pengambilan Sumpah 

Janji Pejabat Struktural

4

Menyusun Konsep Undangan, 
Permohonan Rohaniawan, Berita 
Acara Pelantikan, Salinan Surat 
Keputusan Pelantikan, Naskah 
Pelantikan dan menyerahkan 
kepada Kepala Bagian Program, 
Data, Organisasi dan SDM

Berkas Pelantikan 
dan Pengambilan 

Sumpah Janji 
Pejabat Struktural

1 hari

Konsep Surat 
Undangan, 

Permohonan 
Rohaniawan, Berita 
Acara Pelantikan, 

Salinan Surat 
Keputusan Pelantikan 

dan Naskah Pelantikan

5

Mengoreksi dan memeriksa 
konsep Surat Permohonan 
Rohaniawan, Berita Acara 
Pelantikan, Salinan Surat 
Keputusan Pelantikan, Naskah 
Pelantikan.
Jika setuju menyerahkan kepada 
Sekretaris, jika tidak setuju 
menyerahkan kepada Kepala Sub 
Bagian SDM untuk diperbaiki.

Konsep Surat 
Undangan, 

Permohonan 
Rohaniawan, 
Berita Acara 
Pelantikan, 

Salinan Surat 
Keputusan 

Pelantikan dan 
Naskah 

Pelantikan

1 hari

Draft, Berkas dan 
Dokumen Pelantikan  

dan Pengambilan 
Sumpah Janji Pejabat 

Struktural

6

Mengoreksi dan memeriksa 
konsep Surat Permohonan 
Rohaniawan, Berita Acara 
Pelantikan, Salinan Surat 
Keputusan Pelantikan, Naskah 
Pelantikan.
Jika setuju menandatangani dan 
menyerahkan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM, jika tidak setuju 
mengembalikan kepada  Kepala 
Bagian Program, Data, Organisasi 
dan SDM

Draft, Berkas dan 
Dokumen 

Pelantikan  dan 
Pengambilan 
Sumpah Janji 

Pejabat Struktural

1 hari
Berkas dan Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

7

Menyerahkan berkas dan 
dokumen pelantikan kepada 
Kepala Sub Bagian SDM untuk 
didokumentasikan.

Berkas dan 
Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

1 hari
Berkas dan Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

8

Menyerahkan berkas dan 
dokumen pelantikan kepada  
kepada Staf untuk 
didokumentasikan.

Berkas dan 
Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

1 jam
Berkas dan Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

9
Mendokumentasikan berkas dan 
dokumen pelantikan Pejabat 
Struktural

Berkas dan 
Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

30 Menit
Berkas dan Dokumen 

Pelantikan  serta 
Disposisi

1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya

5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Ambon

Pada tanggal :  29 Januari 2021

Efendi Latuconsina

PENGESAHAN

BAGAN ALUR  PELAYANAN  PEMBUATAN   DOKUMEN  PELANTIKAN   DAN PENGAMBILAN   SUMPAH  JANJI  PEJABAT  STRUKTURAL

Pelaksana Mutu Baku
KegiatanNo

tidak 

ya 

tidak 

ya 


